
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI UTARA 
 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA 

NOMOR     12    TAHUN 2017 

TENTANG 

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK  

PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI 
SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA 

KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 
tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara 
dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Air Permukaan Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain 
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; 

  2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

  3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  8.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah; 

  9.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017; 



 

 

- 2 - 

  10.  Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak 
Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi 
Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2016; 

  11.  Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 
2017; 

 
MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG 
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK 
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE 
PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR 
PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016. 
 

  Pasal 1 

  (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan 
kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi 
Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen). 

(2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan 
Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh 
persen).  

(3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi 
Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk 
penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah 
Kabupaten dan Kota hasil penerimaan Pajak Air 
Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan 
puluh persen). 
 

  Pasal 2 

  Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1       
ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat 
(2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) 
ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi 
dan pemerataan yang proporsional berdasarkan 
rumusan/formula sebagai berikut : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh 
puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) 
dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% 
(delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh 
persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota; 
dan 

c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) 
sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata 
kepada semua Kabupaten dan Kota. 
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  Pasal 3  

  (1) Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 
2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun 
Anggaran 2016. 

(2) Alokasi Definitif Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata ke 
Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 
merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Definitif 
Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak 
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 
Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2016; 

(3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan 
secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun 
Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

 

  Pasal 4 

  (1) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang dibagikan 
secara merata sudah termasuk dengan perhitungan selisih 
lebih/kurang Tahun 2015. 

(2) Selisih lebih/kurang pada Tahun 2016 akan 
diperhitungkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017. 

 

  Pasal 5 

  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Manado 

Pada tanggal 25 April 2017 
 
SEKETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 

 
              ttd 

 
EDWIN H. SILANGEN 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR  

 Ditetapkan di Manado 

 pada tanggal  24 April 2017 
 
GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

 

ttd 

 
OLLY DONDOKAMBEY 


